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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A Kesimpulan Penelitian 

Dalam upaya peningkatan perekonomian suatu daerah diperlukan 

identifikasi potensi yang dimiliki daerah. Salah satu caranya dengan 

mengidentifikasi potensi sektor unggulan. Penelitian ini telah mengungkapkan 

bahwa berdasarkan sinkronisasi hasil overlay base economic approach dengan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut, yang menjadi 

potensi unggulan di wilayah Kabupaten Garut adalah: Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Dengan 

demikian diharapkan dalam pengembangan sekolah menengah kejuruan dapat 

diselaraskan dengan potensi sektor unggulan wilayah Kabupaten Garut. 

Bidang dan Program Keahlian kondisi eksisting di Kabupaten Garut 

adalah yang sedang trend berdasarkan animo masyarakat. Hal ini terlihat dari 

sebaran jumlah SMK yang membuka Program Keahlian dalam sembilan Bidang 

Keahlian, dimana urutan pertama Program Keahlian Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, urutan kedua Program Keahlian Teknik Otomotif, dan urutan ketiga 

Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Dilihat dari satus sekolah, 92% SMK 

di Kabupaten Garut dikelola (didirikan) oleh swasta/yayasan. Namun, banyaknya 

SMK Swasta tersebut tidak sebanding dengan jumlah siswa, hal ini terlihat dari 

rata-rata jumlah siswa SMK Negeri per sekolah hampir 5 kali jumlah rata-rata 

jumlah siswa SMK Swasta. Sementara bila dikaitkan dengan rasio SMK 

dibanding SMA menjadi 70:30 belum tercapai sesuai dengan target nasional, hal 

ini terlihat baik dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. 

Relevansi tiga sektor potensi unggulan daerah Kabupaten Garut adalah 

dengan lima bidang keahlian, yaitu Agribisnis dan Agroteknologi; Kemaritiman; 

Energi dan Pertambangan; Seni dan Industri Kreatif; dan Pariwisata. Apabila 

potensi unggulan daerah tersebut dikaitkan dengan SMK eksisting terlihat bahwa 

bidang keahlian SMK yang belum ada adalah Bidang Keahlian Seni dan Industri 

Kreatif khususnya Program Keahlian Desain dan Produk Kreatif Kriya. Sementara 
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untuk Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi yang belum ada adalah 

Program Keahlian Kesehatan Hewan dan Teknik Pertanian; Bidang Keahlian 

Kemaritiman yang belum ada adalah Program Keahlian Pengolahan Hasil 

Perikanan; dan Bidang Keahlian Energi dan Pertambangan yang belum ada adalah 

Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan. 

B Implikasi Penelitian 

Bertolak dari hasil temuan penelitian, kiranya dapat diajukan beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

1 Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Garut memiliki 

potensi unggulan dalam bidang (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) 

Pertambangan dan Pengalian; dan (3) Industri Pengolahan. Hal ini 

memberikan implikasi bahwa sektor tersebut merupakan modal dasar untuk 

pengembangan wilayah baik dari bidang ekonomi maupun sumber daya 

manusianya. Potensi unggulan merupakan sumber daya wilayah yang bisa 

digunakan secara optimal dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. 

Untuk memanfaatkan potensi unggulan yang ada diperlukan kebijakan yang 

strategis agar tujuan pembangunan dapat dicapai dengan optimal. Salah satu 

kebijakan yang dapat memanfaatkan dan mengelola potensi unggulan tersebut 

diperlukan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Dengan demikian 

maka perlu dikembangkan/dibuka SMK untuk bidang/program keahlian yang 

sesuai dengan potensi yang ada di wilayah tersebut. 

2 Bidang dan program keahlian di SMK yang menjadi pilihan masyarakat di 

Kabupaten Garut sebagian besar pada bidang yang umum diminati wilayah 

lainnya. Program Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai 

pilihan yang paling tinggi peminatnya berimplikasi pada penyediaan sarana 

dan prasarana pembelajaran yang ada disekolah tersebut. Sementara dengan 

jumlah peminat yang tinggi dan lulusannya yang banyak dapat menimbulkan 

penumpukan tenaga kerja pada bidang tersebut sedangkan lowongan 

pekerjaan terbatas, sehingga akan mengakibatkan lulusan sekolah menengah 

kejuruan akan mencari pekerjaan di daerah lain atau bekerja tidak sesuai 

bidang keahliannya. Disamping itu, kondisi eksisting menunjukkan bahwa 
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banyak SMK yang membuka program dan bidang keahlian yang tidak relevan 

dengan potensi lokal. Hal ini akan berimplikasi terhadap potensi unggulan 

daerah yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya tenaga 

terampil untuk mengelola potensi daerah tersebut. 

3 Penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagian besar 

dilaksanakan oleh pihak swasta, hal ini mengidikasikan peran serta pihak 

swasta (masyarakat) sangat tinggi. Hal ini pada satu sisi (segi kuantitas) 

merupakan hal yang sangat menggembirakan, namun pada sisi lain (segi 

kualitas) masih memerlukan penelusuran atau kajian lebih lanjut, seperti yang 

diindikasikan dimana SMK Swasta terpaksa meminjam ruang kelas SD dan 

SMP untuk kegiatan belajar mengajar teori karena ruang kelas yang terbatas. 

Selain itu banyak SMK Swasta yang tidak memiliki laboratorium dan bengkel 

untuk praktik yang akhirnya menumpang di sekolah lain. Situasi dan kondisi 

tersebut bila tidak mendapat perhatian yang serius akan berimplikasi pada 

kualitas lulusan, sehingga pada gilirannya akan berdampak pada SMK itu 

sendiri.  

C Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian dengan segala keterbatasannya, maka 

dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 

Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, perlu 

dilakukan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki 

oleh daerah Kabupaten Garut, yaitu dengan mengkaji dari aspek lain yang tidak 

tercakup oleh penelitian ini. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat 

melengkapi hasil penelitian ini sehingga dapat dipadukan antara kebijakan 

pengembangan SMK dengan kebijakan pembangunan yang lainya secara 

komprehensif. 

Dalam konteks pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis 

potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pendidikan 

Kabupaten melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 

karena sejak dialihkannya pengelolaan untuk satuan pendidikan tingkat atas 
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(SMA dan SMK) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi maka 

kewenangan untuk mengembangkan dan mendirikan SMA dan SMK berada di 

Dinas Pendidikan Provinsi.  

2 Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Sekaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang membuka Bidang dan 

Program Keahlian yang paling banyak di Kabupaten Garut adalah yang sedang 

trend berdasarkan animo masyarakat, maka sudah semestinya Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk lebih 

selektif dalam penerbitan ijin pendirian SMK, terlebih dengan pembukaan 

Bidang, Program dan Kompetensi Keahlian. Sementara jika dilihat dari segi 

relevansinya dengan potensi dan kebutuhan daerah, perlu dilakukan pembatasan 

Bidang, Program dan Kompetensi Keahlian tersebut dengan cara melakukan 

reposisi. Di samping itu, dengan dominannya SMK yang dikelola oleh swasta atau 

yayasan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perlu melakukan evaluasi dan 

monitoring serta bimbingan teknis terhadap kondisi eksisting SMK yang ada 

dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, terutama terkait dengan 

kompetensi lulusannya. Hal ini perlu dilakukan, sesuai amanat Undang-Undang 

No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan 

pendidikan menengah tidak lagi berada pada tingkat kabupaten/kota, tetapi telah 

dialihkan ke tingkat provinsi. Dimana pengelolaan SMK dan penerbitan izin 

pendirian SMK yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal 

itu membuat pemerintah provinsi dapat sebagai “holder power” atas potensi 

daerahnya masing-masing. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyak SMK yang membuka 

Bidang, Program dan Kompetensi Keahlian tidak relevan dengan potensi daerah. 

Berdasarkan hal tersebut perlu diupayakan pengembangan SMK berbasis 

keunggulan lokal. 

3 Bagi Pemerintah Pusat 

Bertolak dari temuan penelitian ini, bagi Pemerintah Pusat melalui 

Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

bertanggung jawab secara nasional dalam pengelolaan SMK, maka dalam 

melaksanakan program revitalisasi SMK, perlu melakukan pengkajian yang lebih 
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mendalam dan komprehensif. Selain itu, mengingat program revitalisasi SMK 

tersebut melibatkan berbagai kementerian, instansi dan lembaga di tingkat pusat 

dan daerah, maka perlu adanya sinergitas serta koordinasi dengan instansi dan 

lembaga terkait tersebut.  

4 Bagi Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini sudah barang tentu memiliki keterbatasan, baik dari segi 

aspek yang diungkap, metodologi, maupun teknik analis data – terutama – yang 

digunakan untuk menganalisis potensi daerah, maka bagi yang tertarik untuk 

melakukan penelitian lanjutan direkomendasikan mengkaji dari aspek yang lebih 

luas dan komprehensif serta mengunakan teknik analisis data yang lain. Dengan 

demikian maka akan melengkapi hasil penelitan ini dari sudut pandang yang lain, 

sehingga akan memperkaya kajian tentang pendidikan kejuruan khususnya SMK 

kaitannya dengan potensi daerah. 


